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ABSTRAK

Pada beberapa kasus tindak pidana khususnya tindak pidana pemerasan,
tdak hanya masyarakat umum yang menjadi pelaku (etapi ada juga anggota
Kepolisian yang terlibat dalam tindak pidana. Tindak pidana yang dilakukan oleh
anggota Kepolisian termasuk pelanggaran terhadap Peraturan Disiplin dan Kode
Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah faktor-faktor yang
menyebabkan polisi melakukan tindak pidana pemerasan dan bagaimanakah
sanksi pidana terhadap polisi yang melakukan tindak pidana pemerasan.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu
menguji - dan  mengkaji  permasalahan dengan berpangkal pada peraturan
perundangan yang berlaku.

Simpulan. adapun faktor penyebabnya antara lain faktor ekonomi, faktor
kelemahan pimpinan, faktor lemahnya agama dan etika, faktor sanksi hukum.
faktor struktural dan faktor kurang tegas dalam penindakan. Sedangkan sanksi
hukum terdahap polisi vang melakukan tindak pidana pemerasan adalah Dapat
diberhentikan Sementara dari Dinas Kepolisian, sejak dilakukan proses penyidikan
sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Rekomendasi, kepada para penegak hukum khususnya Kepolisian hendaknya
dalam menjalankan proses sistem peradilan pidana sesuai dengan peraturan yang
berlaku dan Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum) melakukannya dengan
obyektif tanpa ada diskriminasi.
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BAB IV
PENUTLP

A, Keshmpulan

(. Faktor-Faktor Yang Meyebabkan Polisi Melakukan Tindak Pidana
Pemerasan

Berbagai faktor dapat menjadi penyebab terjadinya suatu tindak
pidana pemerasan yang dilakukan anggota Polisi berdasarkan pengamatan
penulis di lapangan yaitu.

a. Faktor Ekonomi
K eadaan ekonomi pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu
keadaan ekonomi yang baik dan keadaan ckonomi yang kurang atau
miskin., Pada keadaan ckonomi yang baik maka orang-orang dapat
mencapal atau memenuhi kebutuhannya dengan mudah. Demikian juga
schaliknya, apabila keadaan ckonomi kurang baik maka pemenuhan
kebutuhan sangat sulit adanya, karena itu orang-orang berusaha untuk
dapat keluar dar himpitan ckonomi tersebut.

by, Ketiadaan atau kelemahan kepemimpinan dalam posisi-posisi kunci yang
mampu memberikan ilham  dan mempengaruhi tingkah laku yang
menjinakkan korups.

¢ Kelemahan ajaran-ajaran agama dan etika.

4 Sunksi hukum yang lemah.

¢ Dikalangan kepolisian masih ada keengganan menyidik sesamanya. dan
hal it tidak menutup kemungkinan akan terjadi praktk kolusi di tengah

R
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